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IV. Abstract 
 The title of this legal research is “ Use of Wiretap Evidence in 

Criminal Justice Corruption “ aims to find out whether wiretap with the 

approval of the judge an examiner prefatory also valid in eradicating 

corruption conducted by the Corruption Eradication Commission having the 

draft Criminal Procedure Code be issued.  The method used in this study is a 

normative legal research. Normative legal research is a study that focuses on 

the norms of positive law and is done by studying the legislation and 

regulations relating to the problems studied. Source of data used is 

secondary data obtained through literature, namely primary raw materials 

and secondary raw materials. Based on the results of the study, that the 

tapping with the approval of the judge an examiner prefatory does not apply 

to Corruption Eradication Commission. In accordance with the principle of 

lex specialis derogat legi generalis and regulations that completely 

specialized precedence than rules that in general. The Act of Corruption 

Eradication Commission completely specialized (lex specialis) while the 

Criminal Procedure Code in general (lex generalis). In the Act arranged that 

Corruption Eradication Commission authority to carry tapping in carrying 

out tasks investigation and the prosecution which means tapping can be 

conducted Corruption Eradication Commission without must obtain 

permission judge an examiner prelude. If tapping by Corruption Eradication 

Commission must obtain permission then need revision against the act. 
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V. Pendahuluan  

A. Latar Belakang Masalah 

Secara khusus, penyadapan masuk dalam dokumen elektronik 

sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik 

adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, 

eletromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.1Masuknya penyadapan dalam alat bukti yang sah dan 

adanya pasal yang mengatur tentang penyadapan, yaitu dalam Pasal 83 

RUU KUHAP yang menyatakan bahwa penyadapan dilakukan harus 

dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan menimbulkan berbagai 

polemik. KPK yang memiliki kewenangan secara khusus (lex specialis) 

untuk melakukan penyadapan justru terusik dengan adanya RUU 

KUHAP yang dianggap ingin memangkas kewenangannya dalam 

pemberantasan korupsi. Secara tegas KPK menyatakan tidak setuju 

apabila harus menggunakan izin terlebih dahulu dan meminta adanya 

pengecualian karena memiliki undang-undang sendiri, yaitu UU No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(UU KPK). Namun pembuatan UU KPK ini berpedoman pada hukum 

acara yang berlaku yaitu KUHAP yang bersifat lex generalis, sehingga 

KPK juga harus tunduk pada KUHAP. Hal ini yang menimbulkan 

berbagai polemik, apakah KPK dalam melakukan penyadapan harus 

mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan seperti yang diatur 

dalam RUU KUHAP atau KPK bisa melaksanakan penyadapan 

berdasarkan UU KPK. Berdasarkan uraian tersebut penulis berkehendak 

                                                            
1http://erwan29680.wordpress.com/2009/06/22/penyadapan-sebagai-alat-bukti/, 3 
Oktober 2013. 

 

 



 
 

 
 

untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul 

Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Peradilan Pidana Korupsi. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga 

berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan? 

 

VI. Isi Makalah  
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1. Alat Bukti Dalam Persidangan 

a) Pengertian Alat Bukti 

b) Macam Alat Bukti 
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A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

VII. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penyadapan dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan tidak berlaku 

bagi KPK. KPK memiliki UU sendiri yang mengatur mengenai lembaga 

tersebut dan memiliki kekhususan (lex specialis), sedangkan RUU KUHAP 

ini ketika sudah disahkan menjadi KUHAP bersifat umum (lex generalis). 

Sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan ‘lex specialis derogat 

legi generalis’ maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus 

didahulukan daripada peraturan yang bersifat umum, artinya UU KPK 

dalam pelaksanaannya didahulukan daripada KUHAP. Apabila dalam UU 

KPK tidak mengatur maka aturan KUHAP yang digunakan, tetapi jika UU 

KPK mengatur maka yang digunakan adalah aturan dalam UU KPK. Dalam 

 

 



 
 

 
 

UU KPK diatur bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berarti 

penyadapan dapat dilakukan KPK tanpa harus mendapat izin hakim 

pemeriksa pendahuluan. Jika penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin 

hakim pemeriksa pendahuluan maka harus dilakukan revisi terhadap UU 

KPK, tetapi jika tidak ada revisi terhadap UU KPK yang mengatur tentang 

izin tersebut penyadapan dapat dilakukan tanpa harus mendapat izin hakim 

pemeriksa pendahuluan. 
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